
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME : 

Menimbang : 

Mengingat 

BUPATI 

| PERATURAN BUPATI GORONTALO i 
NOMOR 9 TAHUN 2015 

TENTANG | 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN HUPATI NOMOR 17 TAHUN 2011 

    

DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : 

Aa. 

1, 

“Nomor 1822), 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa Peraturan Bu pati Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten | Gorontalo 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, “ketentuan 

yang mengatur tentang perubahan materi dan visual 

reklame terhadap masa pajak yang belum berakhir perlu 

disesuaikan kembali, 

atas Peraturan Bupa 

sehingga perlu dilakukan perubahan 

i Nomor 17 Tahun 2011: - 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, 

tentang Perubahan 

Tahun 2011 : 
Kabupaten Gorontali 

Pajak Reklame: 

Undang-Undang Ne 

Pembentukan Daerd 

(Lembaran Negara R 

74, Tambahan Ler 
h 
| 

| 

! 
1 

i 

| 
: 

perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Atas Peraturan Bupati Nomor 17 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

mor 29 Tahun 1959 tentang 
h-daerah Tingkat IN di Sulawesi 

epublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

ibaran Negara Republik Indonesia 

l  



2. 

2 

Undang-Undang Nomar 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Gara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), 

sebagaimana telah Idiubah untuk keempat kalinya 

dengan Undang-Undang Nomor ”16 Tahun 2009 

(Lembaran Negara (Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara : Republik 

Indonesia Nomor 499p), ) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara (Republik Indonesia Nomor 3686), 
sebagaimana telah | diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun (2000 (Lembaran Negara! Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan : Lembaran 

Negara Republik Indgnesia Nomor 3987): : 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 .. tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih. dan Bebas dari 

  
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 
Undang-Undang Nomor 38 . Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Namor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomog 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286): : ) 
Undang-Undang Ngmor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Ne bara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun odoa Nomor 5, Tambahan: Lembaran 

Negara Republik Indbnesia Nomor 4355): 
“1 

    

 



  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan . 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Taimbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389), : ) 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan  Daer (Lembaran Negara : Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan | Lembaran 

Negara Republik Indadnesia Nomor 4438), | 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan ' Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049): | 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 246), : | 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota| Kabupaten Dati II Gorontalo dari 

Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3147): i 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah - (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 'Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan | Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Le mbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia | Nomor 4737), ) 

   



Menetapkan : 

L 

'15.Peraturan Menteri Ddlam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman 

sebagaimana telah 

| 
Pengelolaan — Keuangan ! Daerah 

jubah untuk kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 

16. 

2006 tentang Pokok- 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 

Nomor 4 Seri E), 

17. 

2011 . 

Kabupaten Gorontalo 

Lembaran Daerah Ka 

18. Peraturan Bupati Nomor 

Peraturan Daerah Kebupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 

tentang Paid Daerah 

Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan 

bupaten Gorontalo Nomor 128): 

17 Tahun 2011 tentang 

Reklame (Lembaran | 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten | Gorontalo 

Nomor 4 Tahun 2t 

Daerah Kabupaten G 

MEMUTI 

2011 TENTANG PE 

KABUPATEN  GORONTA 

TENTANG PAJAK REKLA 

Pasad 

Ketentuan dalam Peratura 

tentang Pelaksanaan Per: 

11 tentang Pajak Reklame (Berita 

brontalo Tahun 2011 Nomor 17): 

JSKAN: 
| 
! 
i 
1 

PERUBAHAN ATAS Panlsam, BUPATI NOMOR 17 TAHUN 

KSANAAN PERATURAN | DAERAH 

LO NOMOR 4 TAHUN 2011 

ME. 1 : 

1 I Do. 

Bupati 17 Tahun 2011 

turan Daerah Kabupaten Gorontalo 

Nomor 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tah un 2011 Nomor 17) Pasal 15 ayat (3) 

diubah, sehingga keseturtihan berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 
f 

(3) Apabila dalam masa pa 

15 

jak berjalan ada perubahan materi dan 

visual reklame yang dilakukan oleh wajib pajak yang sama 

dan pada lokasi yang 

| 

| 
! 

| 

sama, wajib membayar pajak reklame    



kembali sebesar 105 da 

seharusnya dibayar. 

Pasal II 

ri total penetapan Pajak Reklame yang 
' 

i 
1 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 

LX. 

  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

 HADIJAH U. TAYEB 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 

nya, memerintahkan pengundangan 

i 
i 

J 

i 
I 
t 

t 

GORONTALO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 
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